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ABSTRACT	

This	 research	 analyzes	 the	 influence	 of	 Regional	 Original	 Income	 (PAD),	 General	
Allocation	Funds	(DAU),	and	Special	Allocation	Funds	(DAK)	on	regional	financial	performance	
as	well	 as	 their	 impact	 on	 delays	 in	 budget	 absorption	 in	 South	Minahasa	 Regency.	 Using	 a	
quantitative	approach,	this	research	explores	the	relationship	between	the	main	regional	income	
sources,	the	effectiveness	of	financial	management,	and	the	optimization	of	budget	absorption.	
The	 research	 results	 show	 that	 PAD,	 DAU,	 and	DAK	 have	 a	 significant	 influence	 on	 regional	
financial	performance.	Furthermore,	 regional	 financial	performance	 is	proven	 to	mediate	 the	
relationship	between	sources	of	 income	and	delays	in	budget	absorption.	Low	performance	in	
regional	financial	management	is	one	of	the	main	causes	of	delays	in	implementing	development	
programs.	 Practical	 recommendations	 are	 provided	 to	 increase	 the	 efficiency	 of	 PAD	
management,	 optimize	 DAU	 and	 DAK	 allocations,	 and	 strengthen	 regional	 financial	
management	 systems	 to	 accelerate	 budget	 absorption	 and	 support	 sustainable	 regional	
development.	
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ABSTRAK	

Penelitian	 ini	menganalisis	pengaruh	Pendapatan	Asli	Daerah	 (PAD),	Dana	Alokasi	
Umum	 (DAU),	 dan	 Dana	 Alokasi	 Khusus	 (DAK)	 terhadap	 kinerja	 keuangan	 daerah	 serta	
dampaknya	 pada	 keterlambatan	 penyerapan	 anggaran	 di	 Kabupaten	 Minahasa	 Selatan.	
Dengan	menggunakan	pendekatan	kuantitatif,	penelitian	ini	mengeksplorasi	hubungan	antara	
sumber	 pendapatan	 utama	 daerah,	 efektivitas	 pengelolaan	 keuangan,	 dan	 optimalisasi	
penyerapan	 anggaran.	 Hasil	 penelitian	menunjukkan	 bahwa	 PAD,	 DAU,	 dan	DAK	memiliki	
pengaruh	signifikan	terhadap	kinerja	keuangan	daerah.	Selanjutnya,	kinerja	keuangan	daerah	
terbukti	 memediasi	 hubungan	 antara	 sumber	 pendapatan	 dan	 keterlambatan	 penyerapan	
anggaran.	 Kinerja	 yang	 rendah	 pada	 pengelolaan	 keuangan	 daerah	 menjadi	 salah	 satu	
penyebab	utama	keterlambatan	pelaksanaan	program	pembangunan.	Rekomendasi	praktis	
diberikan	untuk	meningkatkan	efisiensi	pengelolaan	PAD,	optimalisasi	alokasi	DAU	dan	DAK,	
serta	 penguatan	 sistem	 manajemen	 keuangan	 daerah	 guna	 mempercepat	 penyerapan	
anggaran	dan	mendukung	pembangunan	daerah	yang	berkelanjutan.	
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PENDAHULUAN	

Dalam	 era	 globalisasi	 dan	 digitalisasi	 saat	 ini,	 ekonomi	 global	 mengalami	
transformasi	yang	signifikan.	Inovasi	teknologi	dan	digitalisasi	telah	mengubah	cara	
bisnis	dan	pemerintahan	beroperasi,	menciptakan	efisiensi	baru	dalam	pengelolaan	
sumber	 daya	 (Schwab,	 2017).	 Globalisasi	 ekonomi	 juga	 meningkatkan	
interdependensi	 antarnegara,	memungkinkan	 aliran	modal,	 barang,	 dan	 jasa	 yang	
lebih	bebas	melintasi	 batas-batas	nasional.	 Perubahan	 ini	menuntut	 adaptasi	 cepat	
dalam	bidang	ekonomi	dan	manajemen,	terutama	dalam	hal	pengelolaan	keuangan	
dan	sumber	daya	publik.	

Indonesia	 sebagai	 negara	 berkembang	 turut	 merasakan	 dampak	 dari	
fenomena	global	 tersebut.	 Integrasi	 ekonomi	 global	memberikan	peluang	 sekaligus	
tantangan	bagi	perekonomian	nasional.	Menurut	data	Badan	Pusat	Statistik	(2021),	
pertumbuhan	ekonomi	 Indonesia	 pada	 tahun	 2020	 mengalami	 kontraksi	 sebesar	
2,07%	 akibat	 pandemi	 global	 COVID-19,	 yang	menunjukkan	 kerentanan	 ekonomi	
nasional	terhadap	dinamika	global.	Di	sisi	lain,	digitalisasi	menawarkan	peluang	untuk	
meningkatkan	efisiensi	dalam	sektor	publik	dan	swasta	melalui	penerapan	teknologi	
informasi	 dalam	 pengelolaan	 keuangan	 dan	 pelayanan	 publik	 (Kementerian	
Komunikasi	dan	Informatika,	2020).	

Sektor	pemerintahan	daerah	memiliki	peran	strategis	dalam	perekonomian	
nasional,	terutama	dalam	implementasi	kebijakan	publik	dan	pembangunan	daerah.	
Pemerintah	daerah	bertanggung	 jawab	atas	pengelolaan	anggaran	yang	 signifikan,	
yang	sebagian	besar	berasal	dari	Pendapatan	Asli	Daerah	(PAD)	serta	transfer	dari	
pemerintah	pusat	melalui	Dana	Alokasi	Umum	(DAU)	dan	Dana	Alokasi	Khusus	(DAK)	
(Kementerian	Keuangan,	2020a).	Efektivitas	pengelolaan	keuangan	daerah	menjadi	
kunci	 dalam	 mendorong	 pertumbuhan	 ekonomi	 lokal	 dan	 mengurangi	 disparitas	
antarwilayah.	

Namun,	 tantangan	 besar	 dihadapi	 dalam	 pengelolaan	 keuangan	 daerah,	
terutama	 terkait	 keterlambatan	 penyerapan	 anggaran.	 Laporan	 Badan	 Pemeriksa	
Keuangan	 (2019)	menunjukkan	 bahwa	 banyak	 pemerintah	 daerah	 belum	mampu	
menyerap	anggaran	secara	optimal,	yang	berdampak	pada	tertundanya	pelaksanaan	
program	 pembangunan.	 Keterlambatan	 ini	 sering	 kali	 disebabkan	 oleh	 rendahnya	
kinerja	 keuangan	daerah,	 ketergantungan	 tinggi	 pada	 transfer	 pusat,	 serta	 kurang	
optimalnya	pengelolaan	PAD	(Saragih	&	Nugroho,	2018).	

Untuk	 memahami	 permasalahan	 tersebut,	 teori	 Desentralisasi	 Fiskal	 dan	
Manajemen	 Keuangan	 Publik	 menjadi	 relevan.	 Teori	 Desentralisasi	 Fiskal	
menjelaskan	bagaimana	distribusi	kewenangan	fiskal	antara	pemerintah	pusat	dan	
daerah	 memengaruhi	 efisiensi	 dan	 efektivitas	 pelayanan	 publik	 (Oates,	 1999).	
Sementara	 itu,	Manajemen	Keuangan	 Publik	menekankan	 pentingnya	 pengelolaan	
sumber	 daya	 keuangan	 yang	 transparan	 dan	 akuntabel	 untuk	 mencapai	 tujuan	
pembangunan	(Mikesell,	2018).	Kinerja	keuangan	daerah	menjadi	indikator	penting	
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dalam	menilai	efektivitas	pengelolaan	keuangan	publik	di	tingkat	lokal.	
Penelitian	terdahulu	telah	mengkaji	pengaruh	PAD,	DAU,	dan	DAK	terhadap	

kinerja	 keuangan	 daerah	 secara	 parsial.	 Misalnya,	 studi	 oleh	Winarno	 dan	 Hakim	
(2019)	menemukan	bahwa	PAD	dan	DAU	berpengaruh	signifikan	terhadap	kinerja	
keuangan	 daerah,	 sementara	 DAK	 tidak	 menunjukkan	 pengaruh	 yang	 signifikan.	
Namun,	 penelitian	 sebelumnya	 belum	 banyak	 yang	 meneliti	 bagaimana	 kinerja	
keuangan	daerah	memediasi	hubungan	antara	sumber	pendapatan	tersebut	dengan	
keterlambatan	penyerapan	anggaran.	Oleh	karena	itu,	terdapat	gap	penelitian	yang	
perlu	diisi	untuk	memahami	mekanisme	hubungan	antar	variabel	tersebut.	

Penelitian	ini	akan	fokus	pada	pemerintah	daerah	di	Indonesia	sebagai	objek	
penelitian.	Karakteristik	pemerintah	daerah	di	Indonesia	yang	beragam,	baik	dari	segi	
kapasitas	 fiskal	 maupun	 kinerja	 keuangan,	 memungkinkan	 analisis	 yang	
komprehensif.	 Menurut	 data	 Kementerian	 Keuangan	 (2020b),	 terdapat	 disparitas	
yang	signifikan	 dalam	 kontribusi	 PAD	 terhadap	 total	 pendapatan	 daerah,	 di	 mana	
beberapa	daerah	 hanya	 mengandalkan	 PAD	 kurang	 dari	 10%.	 Hal	 ini	 menyoroti	
pentingnya	memahami	peran	PAD,	DAU,	dan	DAK	dalam	kinerja	keuangan	daerah	dan	
penyerapan	anggaran.	

Masalah	spesifik	yang	dihadapi	pemerintah	daerah	adalah	rendahnya	kinerja	
keuangan	 yang	 berdampak	 pada	 keterlambatan	 penyerapan	 anggaran.	 Data	
menunjukkan	bahwa	hingga	akhir	triwulan	ketiga	tahun	2020,	rata-rata	penyerapan	
anggaran	daerah	baru	mencapai	60%,	jauh	dari	target	yang	diharapkan	(Kementerian	
Dalam	 Negeri,	 2020).	 Keterlambatan	 ini	 mengakibatkan	 tertundanya	 program	
pembangunan	 dan	 pelayanan	 publik,	 serta	 potensi	 sanksi	 dari	 pemerintah	 pusat	
berupa	penundaan	transfer	dana	(BPK,	2019).	

Objek	penelitian	ini	adalah	perangkat	daerah	di	Kabupaten	Minahasa	Selatan,	
yang	merupakan	salah	satu	penerima	alokasi	DAK	dari	pemerintah	pusat.	Kabupaten	
Minahasa	Selatan	merupakan	wilayah	yang	sangat	bergantung	pada	dana	DAK	untuk	
pembangunan	infrastruktur	dan	pelayanan	publik.	Pemerintah	daerah	di	wilayah	ini	
menghadapi	 berbagai	 tantangan	 dalam	 pengelolaan	 anggaran,	 terutama	 terkait	
dengan	penyerapan	DAK.	Karakteristik	wilayah	yang	terdiri	dari	daerah	terpencil	dan	
terbatasnya	 sumber	 daya	 manusia	 turut	 mempengaruhi	 efektivitas	 penyerapan	
anggaran	di	perangkat	daerah	ini	(BPS	Minahasa	Selatan,	2023).	

Penelitian	 terkait	 dengan	 keterlambatan	 penyerapan	 anggaran	 pada	
perangkat	 daerah	 penerima	 DAK,	 serta	 narasi	 yang	 menjelaskan	 data	 yang	
diperlukan:	

Tabel	1.	Persentase	Penyerapan	Anggaran	DAK	Kabupaten	Minahasa	Selatan	
Tahun	2019-2023	

	
Tahun	

Alokasi	
DAK	(Rp	
Miliar)	

Realisasi	
Penyerapan	DAK	
(Rp	Miliar)	

Persentase	
Penyerapan	
(%)	

Keterlambatan	
(Triwulan)	

2019	 150	 140	 93%	 I	dan	II	
2020	 133	 132	 99%	 I	dan	II	
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2021	 175	 160	 91%	 I	dan	II	
2022	 144	 121	 84.02%	 I	dan	II	
2023	 203	 182	 89.65%	 I	dan	II	

Sumber:	Pemkab	Minsel	(2024)	

Tabel	 1	 menyajikan	 data	 tentang	 persentase	 penyerapan	 anggaran	 Dana	
Alokasi	Khusus	(DAK)	di	Kabupaten	Minahasa	Selatan	dari	tahun	2019	hingga	2023.	
Data	 ini	 mencakup	 alokasi	 dana	 yang	 diterima	 oleh	 pemerintah	 daerah,	 realisasi	
penyerapan,	 persentase	 penyerapan,	 dan	 keterlambatan	 dalam	 penyerapan	
anggaran.	Berdasarkan	data	ini,	terlihat	bahwa	persentase	penyerapan	DAK	berkisar	
antara	80%	hingga	90%,	dengan	rata-rata	keterlambatan	penyerapan	di	 triwulan	1	
dan	2	per	tahun.	Penurunan	signifikan	terlihat	pada	tahun	2022	dan	2023,	di	mana	
hanya	sekitar	80%	dari	alokasi	anggaran	yang	terserap.	Data	ini	menunjukkan	adanya	
masalah	 yang	berkelanjutan	 dalam	 penyerapan	 anggaran,	 yang	 dapat	 berdampak	
negatif	pada	pelaksanaan	program-program	pembangunan	di	Kabupaten	Minahasa	
Selatan.	Hal	ini	mengindikasikan	adanya	faktor-faktor	penghambat	yang	memerlukan	
analisis	lebih	lanjut	untuk	mengidentifikasi	penyebab	utama	keterlambatan	tersebut.	

Urgensi	penelitian	 ini	 terletak	pada	pentingnya	memastikan	anggaran	DAK	
terserap	 secara	 optimal	 untuk	 mendukung	 pembangunan	 daerah.	 Jika	 masalah	
keterlambatan	 penyerapan	 anggaran	 ini	 tidak	 segera	 diatasi,	 maka	 akan	 terjadi	
penundaan	 dalam	 pelaksanaan	 program-program	 penting,	 yang	 pada	 akhirnya	
merugikan	masyarakat.	Selain	itu,	rendahnya	penyerapan	anggaran	juga	berpotensi	
mengurangi	alokasi	anggaran	di	masa	mendatang,	karena	pemerintah	pusat	mungkin	
mempertimbangkan	kinerja	penyerapan	sebagai	salah	satu	faktor	alokasi	anggaran	
(Yudhistira,	2019).	

Berdasarkan	latar	belakang	tersebut,	penelitian	ini	penting	dilakukan	untuk	
mengidentifikasi	 faktor-faktor	 yang	 mempengaruhi	 keterlambatan	 penyerapan	
anggaran	 DAK	 di	 Kabupaten	 Minahasa	 Selatan.	 Penelitian	 ini	 diharapkan	 dapat	
memberikan	kontribusi	terhadap	literatur	mengenai	pengelolaan	keuangan	publik	di	
Indonesia,	 serta	memberikan	 rekomendasi	 praktis	 bagi	 pemerintah	 daerah	 dalam	
meningkatkan	 efektivitas	 penyerapan	 anggaran.	 Dengan	 demikian,	 penelitian	 ini	
tidak	hanya	akan	mengisi	gap	penelitian	yang	ada,	tetapi	juga	memberikan	manfaat	
nyata	bagi	peningkatan	kinerja	pemerintah	daerah	dalam	mengelola	anggaran	publik.	
Jika	 permasalahan	 ini	 tidak	 segera	 diatasi,	 konsekuensinya	 adalah	 terhambatnya	
pertumbuhan	 ekonomi	 daerah	 dan	 meningkatnya	 ketimpangan	 antarwilayah.	
Keterlambatan	penyerapan	anggaran	juga	dapat	menurunkan	kredibilitas	pemerintah	
daerah	di	mata	masyarakat	dan	 investor.	Oleh	karena	 itu,	penelitian	 ini	mendesak	
untuk	 dilakukan	 guna	 memberikan	 rekomendasi	 strategis	 dalam	 meningkatkan	
kinerja	keuangan	daerah	dan	efisiensi	penyerapan	anggaran.	

Berdasarkan	uraian	di	 atas,	penelitian	 ini	penting	dilakukan	untuk	mengisi	
gap	penelitian	 terkait	 peran	 kinerja	 keuangan	 daerah	 sebagai	mediasi	 antara	 PAD,	
DAU,	 dan	 DAK	 terhadap	 keterlambatan	 penyerapan	 anggaran.	 Hasil	 penelitian	
diharapkan	 dapat	 memberikan	 kontribusi	 teoritis	 dalam	 pengembangan	 ilmu	
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manajemen	 keuangan	publik	 dan	 memberikan	 implikasi	 praktis	 bagi	 pemerintah	
daerah	dalam	mengoptimalkan	pengelolaan	keuangan	dan	percepatan	penyerapan	
anggaran.	
	
TINJAUAN	LITERATUR	

Penelitian	 ini	 bertumpu	 pada	 konsep	 keuangan	 daerah	 yang	 melibatkan	
Pendapatan	Asli	Daerah	(PAD),	Dana	Alokasi	Umum	(DAU),	dan	Dana	Alokasi	Khusus	
(DAK)	serta	kaitannya	dengan	kinerja	keuangan	daerah	dan	penyerapan	anggaran.	
Anggaran	Pendapatan	dan	Belanja	Daerah	(APBD)	merupakan	instrumen	keuangan	
utama	pemerintah	daerah	untuk	merencanakan	dan	mengalokasikan	sumber	daya	
sesuai	prioritas	pembangunan	lokal	(Halim,	2014).	

Desentralisasi	Fiskal	
Menurut	 teori	 desentralisasi	 fiskal	 (Oates,	 1999),	 pelimpahan	 kewenangan	

pengelolaan	keuangan	dari	pusat	ke	daerah	dapat	meningkatkan	efisiensi	pelayanan	
publik.	Dalam	konteks	 Indonesia,	 ini	 tercermin	melalui	 transfer	 fiskal	berupa	DAU	
dan	DAK	yang	bertujuan	mengurangi	ketimpangan	fiskal	antarwilayah	(Mardiasmo,	
2009).	

Pendapatan	Asli	Daerah	(PAD)	
PAD	 mencerminkan	 kemandirian	 fiskal	 daerah	 melalui	 penerimaan	 dari	

pajak,	retribusi,	dan	pengelolaan	kekayaan	daerah.	Peningkatan	PAD	menunjukkan	
kemampuan	 pemerintah	 daerah	 membiayai	 pembangunan	 secara	 mandiri	
(Mahmudi,	2010).	

Kinerja	Keuangan	Daerah	
Kinerja	keuangan	daerah	mencerminkan	efektivitas	dan	efisiensi	pengelolaan	

sumber	daya	keuangan.	 Indikator	 seperti	 rasio	 efektivitas	PAD,	 rasio	 kemandirian	
keuangan,	dan	rasio	efisiensi	belanja	digunakan	untuk	menilai	kinerja	ini	(Mahmudi,	
2016).	

Keterlambatan	Penyerapan	Anggaran	
Keterlambatan	penyerapan	anggaran	sering	terjadi	karena	rendahnya	kinerja	

keuangan	 dan	 ketergantungan	 pada	 transfer	 pusat.	 Hal	 ini	 menghambat	 realisasi	
program	pembangunan	dan	pelayanan	publik	(Saragih	&	Nugroho,	2018).	

Hipotesis	Penelitian	
1. PAD	dan	Kinerja	Keuangan	Daerah	

H0:	PAD	tidak	berpengaruh	signifikan	terhadap	kinerja	keuangan	daerah.	
H1:	PAD	berpengaruh	signifikan	positif	terhadap	kinerja	keuangan	daerah.	

2. DAU	dan	Kinerja	Keuangan	Daerah	
H0:	DAU	tidak	berpengaruh	signifikan	terhadap	kinerja	keuangan	daerah.	
H1:	DAU	berpengaruh	signifikan	positif	terhadap	kinerja	keuangan	daerah.	

3. DAK	dan	Kinerja	Keuangan	Daerah	
H0:	DAK	tidak	berpengaruh	signifikan	terhadap	kinerja	keuangan	daerah.	
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H1:	DAK	berpengaruh	signifikan	positif	terhadap	kinerja	keuangan	daerah.	
4. Kinerja	Keuangan	Daerah	dan	Keterlambatan	Penyerapan	Anggaran	

H0:	 Kinerja	 keuangan	 daerah	 tidak	 berpengaruh	 signifikan	 terhadap	
keterlambatan	penyerapan	anggaran.	

H1:	 Kinerja	 keuangan	 daerah	 berpengaruh	 signifikan	 negatif	 terhadap	
keterlambatan	penyerapan	anggaran.	

5. PAD,	DAU,	DAK,	dan	Keterlambatan	Penyerapan	Anggaran	
H0:	PAD,	DAU,	dan	DAK	tidak	berpengaruh	signifikan	terhadap	keterlambatan	

penyerapan	anggaran.	
H1:	 PAD,	 DAU,	 dan	 DAK	 berpengaruh	 signifikan	 terhadap	 keterlambatan	

penyerapan	anggaran.	
6. Mediasi	Kinerja	Keuangan	Daerah	

H0:	Kinerja	keuangan	daerah	 tidak	memediasi	hubungan	antara	PAD,	DAU,	
dan	DAK	terhadap	keterlambatan	penyerapan	anggaran.	

H1:	 Kinerja	 keuangan	 daerah	memediasi	 hubungan	 antara	 PAD,	 DAU,	 dan	
DAK	terhadap	keterlambatan	penyerapan	anggaran.	

	
METODE	PENELITIAN	

Penelitian	 ini	menggunakan	pendekatan	kuantitatif	dengan	 jenis	penelitian	
eksplanatori	 untuk	menganalisis	 hubungan	 antara	 Pendapatan	Asli	 Daerah	 (PAD),	
Dana	Alokasi	Umum	(DAU),	Dana	Alokasi	Khusus	(DAK),	kinerja	keuangan	daerah,	
dan	keterlambatan	penyerapan	anggaran.	Data	yang	digunakan	adalah	data	sekunder	
berupa	 laporan	 keuangan	 pemerintah	 daerah	 dan	 data	 anggaran	 dari	 Kabupaten	
Minahasa	 Selatan	 selama	 periode	 tertentu.	 Populasi	 penelitian	 adalah	 seluruh	
perangkat	 daerah	 di	 kabupaten	 tersebut,	 dengan	 teknik	 pengambilan	 sampel	
menggunakan	 metode	 purposive	 sampling	 berdasarkan	 kriteria	 relevansi	 dengan	
variabel	penelitian.	

Teknik	analisis	data	dilakukan	menggunakan	model	statistik	regresi	berganda	
untuk	menguji	pengaruh	langsung	antar	variabel,	serta	analisis	mediasi	untuk	melihat	
peran	 kinerja	 keuangan	 daerah	 sebagai	 variabel	 perantara.	 Uji	 validitas	 dan	
reliabilitas	dilakukan	untuk	memastikan	kelayakan	instrumen	penelitian,	sementara	
asumsi	 klasik	 diuji	 untuk	 memastikan	 validitas	 model	 regresi.	 Proses	 analisis	
dilakukan	dengan	menggunakan	perangkat	 lunak	statistik	untuk	memastikan	hasil	
yang	akurat	dan	dapat	diandalkan.	Hasil	penelitian	diharapkan	dapat	memberikan	
wawasan	empiris	yang	mendukung	pengambilan	keputusan	kebijakan	pengelolaan	
keuangan	daerah.	
	
HASIL	DAN	PEMBAHASAN	

Pengaruh	Pendapatan	Asli	Daerah	Terhadap	Kinerja	Keuangan	Daerah		
Hasil	 penelitian	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 Pendapatan	 Asli	 Daerah	 (PAD)	

berpengaruh	positif	dan	signifikan	terhadap	kinerja	keuangan	daerah,	yang	sejalan	
dengan	teori	desentralisasi	fiskal	yang	menyatakan	bahwa	semakin	besar	PAD	suatu	
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daerah,	 semakin	 mandiri	 daerah	 tersebut	 dalam	 mengelola	 keuangan	 untuk	
pembangunan	 (Tiebout,	 1956).	 Teori	 ini	 menjelaskan	 bahwa	 daerah	 dengan	 PAD	
tinggi	 memiliki	 kemampuan	 lebih	 besar	 dalam	 membiayai	 program-program	
pembangunan	 tanpa	 bergantung	 pada	 transfer	 dari	 pemerintah	 pusat.	 Penelitian	
sebelumnya	 oleh	 Suryana	 dan	 Hermawan	 (2019)	 serta	 Puspasari	 (2020)	 juga	
mendukung	 temuan	 ini,	yang	menunjukkan	bahwa	PAD	yang	dikelola	dengan	baik	
akan	meningkatkan	efisiensi	dalam	pengelolaan	anggaran	dan	pengeluaran	daerah,	
sehingga	 berkontribusi	 pada	 peningkatan	 kinerja	 keuangan	 daerah.	 Dengan	 PAD	
yang	cukup,	daerah	dapat	meningkatkan	transparansi,	akuntabilitas,	dan	efektivitas	
pengelolaan	keuangan,	yang	berujung	pada	kinerja	keuangan	yang	lebih	baik,	seperti	
yang	terlihat	dalam	peningkatan	kualitas	infrastruktur	dan	pelayanan	publik.	

Pengaruh	Dana	Alokasi	Umum	Terhadap	Kinerja	Keuangan	Daerah		
Hasil	 penelitian	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 Dana	 Alokasi	 Umum	 (DAU)	

berpengaruh	 negatif	 dan	 tidak	 signifikan	 terhadap	 kinerja	 keuangan	 daerah,	 yang	
dapat	 dijelaskan	melalui	 teori	 ketergantungan	 fiskal.	Menurut	 teori	 ini,	DAU,	 yang	
merupakan	 dana	 transfer	 dari	 pemerintah	 pusat,	 dapat	 menyebabkan	
ketergantungan	 daerah	 terhadap	 anggaran	 pusat	 dan	mengurangi	 insentif	 daerah	
untuk	mengoptimalkan	sumber	daya	lokal	mereka	sendiri,	seperti	Pendapatan	Asli	
Daerah	 (PAD)	 (Bahl	 &	 Linn,	 1992).	 Ketergantungan	 ini	 dapat	 menghambat	
pengelolaan	keuangan	yang	lebih	efektif,	karena	daerah	lebih	mengandalkan	alokasi	
dari	 pusat	 daripada	 merencanakan	 dan	 mengelola	 pendapatan	 mereka	 sendiri.	
Penelitian	terdahulu	oleh	Puspasari	(2020)	dan	Suryana	dan	Hermawan	(2019)	juga	
menunjukkan	bahwa	terlalu	bergantung	pada	DAU	dapat	menyebabkan	rendahnya	
efisiensi	dalam	penggunaan	anggaran	daerah,	karena	dana	tersebut	sering	kali	tidak	
digunakan	secara	optimal	untuk	program	pembangunan	yang	produktif.	Oleh	karena	
itu,	 meskipun	 DAU	 penting	 untuk	 mendanai	 program	 pembangunan	 daerah,	
pengaruhnya	 yang	 negatif	 terhadap	 kinerja	 keuangan	 daerah	menandakan	 bahwa	
ketergantungan	pada	dana	pusat	dapat	menghambat	tercapainya	kinerja	keuangan	
yang	optimal.	

Pengaruh	Dana	Alokasi	Khusus	Terhadap	Kinerja	Keuangan	Daerah		
Hasil	 penelitian	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 Dana	 Alokasi	 Khusus	 (DAK)	

berpengaruh	negatif	dan	 signifikan	 terhadap	kinerja	keuangan	daerah,	 yang	dapat	
dijelaskan	 melalui	 teori	 "crowding	 out	 effect"	 dalam	 konteks	 alokasi	 dana	 pusat.	
Menurut	teori	 ini,	adanya	alokasi	dana	pusat	seperti	DAK	justru	dapat	mengurangi	
insentif	 daerah	 untuk	 mengoptimalkan	 penggunaan	 sumber	 daya	 keuangan	 lokal	
mereka,	karena	daerah	lebih	bergantung	pada	dana	yang	disalurkan	oleh	pemerintah	
pusat	(Oates,	1993).	Penelitian	terdahulu	oleh	Mardiasmo	(2018)	dan	Suryana	(2019)	
juga	menunjukkan	bahwa	meskipun	DAK	bertujuan	untuk	mendanai	proyek-proyek	
pembangunan	yang	mendesak	dan	prioritas,	sering	kali	dana	tersebut	tidak	dikelola	
dengan	 efisien	 dan	 bahkan	 dapat	 mengurangi	 kemampuan	 daerah	 untuk	
merencanakan	dan	mengelola	anggaran	mereka	secara	mandiri.	Selain	itu,	DAK	yang	
disalurkan	sering	kali	 terikat	pada	program	tertentu	yang	 tidak	 fleksibel,	 sehingga	
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daerah	tidak	memiliki	kebebasan	penuh	untuk	memprioritaskan	kebutuhan	mereka	
sendiri.	Pengaruh	negatif	dan	signifikan	ini	mengindikasikan	bahwa	ketergantungan	
pada	 DAK	 dapat	menurunkan	 kinerja	 keuangan	 daerah	 karena	 terbatasnya	 ruang	
untuk	pengelolaan	yang	lebih	adaptif	dan	berbasis	pada	potensi	lokal.	

Pengaruh	 Pendapatan	 Asli	 Daerah	 Terhadap	 Keterlambatan	 Penyaluran	
Anggaran	Melalui	Kinerja	Keuangan	Daerah	

Hasil	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 Pendapatan	 Asli	 Daerah	 (PAD)	
berpengaruh	terhadap	keterlambatan	penyaluran	anggaran	melalui	kinerja	keuangan	
daerah.	 Hal	 ini	 dapat	 dijelaskan	 melalui	 teori	 yang	 menyatakan	 bahwa	 PAD	
merupakan	 sumber	 pendanaan	 utama	 bagi	 pemerintah	 daerah,	 dan	 keberlanjutan	
serta	 kestabilan	 PAD	 sangat	 berpengaruh	 pada	 manajemen	 anggaran	 dan	
pelaksanaannya	 (Tombok,	 2016).	 Ketika	 PAD	 tidak	 optimal,	 pemerintah	 daerah	
cenderung	menghadapi	kesulitan	dalam	memenuhi	kewajiban	anggaran	tepat	waktu,	
yang	 berpotensi	 menyebabkan	 keterlambatan	 dalam	 penyaluran	 dana	 untuk	
berbagai	 program	 pembangunan.	 Sejumlah	 penelitian	 terdahulu,	 seperti	 yang	
dilakukan	oleh	Nugroho	(2018),	menemukan	bahwa	daerah	dengan	PAD	yang	rendah	
lebih	 rentan	 mengalami	 keterlambatan	 dalam	 penyaluran	 anggaran,	 karena	
tergantung	pada	dana	transfer	pusat	yang	tidak	selalu	tepat	waktu.	Dalam	konteks	ini,	
kinerja	 keuangan	 daerah	 yang	 buruk,	 yang	 tercermin	 dari	 pengelolaan	 PAD	 yang	
tidak	efisien,	dapat	memperburuk	masalah	keterlambatan	penyaluran	anggaran,	yang	
pada	akhirnya	mempengaruhi	efektivitas	pelaksanaan	program	pemerintah	daerah.	

Pengaruh	Dana	Alokasi	Umum	Terhadap	Keterlambatan	Penyaluran	Anggaran	
Melalui	Kinerja	Keuangan	Daerah	

Hasil	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 Dana	 Alokasi	 Umum	 (DAU)	
berpengaruh	terhadap	keterlambatan	penyaluran	anggaran	melalui	kinerja	keuangan	
daerah.	DAU,	sebagai	dana	transfer	dari	pemerintah	pusat,	berperan	penting	dalam	
mendukung	 kestabilan	 keuangan	daerah,	 namun	ketergantungan	 yang	 tinggi	 pada	
DAU	dapat	menyebabkan	masalah	dalam	pengelolaan	anggaran	daerah	jika	pencairan	
atau	alokasi	DAU	 terlambat	 (Baharuddin	&	Hasan,	2019).	Teori	 fiskal	menyatakan	
bahwa	 ketergantungan	 pada	 transfer	 pusat,	 seperti	 DAU,	 dapat	 menghambat	
kemandirian	 fiskal	 daerah	 dan	 menyebabkan	 keterlambatan	 dalam	 penyaluran	
anggaran,	 karena	 alokasi	 yang	 tidak	 tepat	 waktu	 dapat	 mengganggu	 jadwal	
pelaksanaan	program	pembangunan	(Oates,	1993).	Penelitian	terdahulu,	seperti	yang	
dilakukan	oleh	Siregar	(2017),	juga	menunjukkan	bahwa	keterlambatan	DAU	dapat	
mempengaruhi	pengelolaan	keuangan	daerah,	yang	pada	gilirannya	memperburuk	
kinerja	 keuangan	 dan	 menyebabkan	 keterlambatan	 penyaluran	 anggaran	 untuk	
berbagai	program	daerah.	Oleh	karena	 itu,	meskipun	DAU	memberikan	kontribusi	
besar	 terhadap	 pendapatan	 daerah,	 ketergantungan	 yang	 berlebihan	 dan	
keterlambatan	 dalam	 penyalurannya	 dapat	 memperburuk	 kinerja	 anggaran	 dan	
memperlambat	pencapaian	tujuan	pembangunan	daerah.	
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Pengaruh	Dana	Alokasi	Khusus	Terhadap	Keterlambatan	Penyaluran	Anggaran	
Melalui	Kinerja	Keuangan	Daerah	

Hasil	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 Dana	 Alokasi	 Khusus	 (DAK)	
berpengaruh	terhadap	keterlambatan	penyaluran	anggaran	melalui	kinerja	keuangan	
daerah.	DAK	merupakan	dana	transfer	yang	ditujukan	untuk	mendukung	pembiayaan	
khusus	 di	 daerah	 yang	 memiliki	 prioritas	 tertentu,	 dan	 penerimaannya	 dapat	
mempengaruhi	 kelancaran	 pengelolaan	 anggaran	 daerah	 (Kuncoro,	 2016).	 Teori	
keuangan	publik	menjelaskan	bahwa	ketergantungan	pada	transfer	daerah,	termasuk	
DAK,	sering	kali	menyebabkan	ketidakpastian	dalam	perencanaan	anggaran	daerah,	
terutama	jika	pencairannya	terlambat.	Penelitian	terdahulu,	seperti	yang	dilakukan	
oleh	Nur	&	Sulaiman	(2017),	menunjukkan	bahwa	ketidakpastian	dalam	penyaluran	
DAK	 dapat	 menghambat	 pelaksanaan	 program	 pembangunan	 yang	 sangat	
bergantung	pada	dana	tersebut,	serta	menyebabkan	keterlambatan	dalam	pencairan	
anggaran	daerah.	Selain	itu,	DAK	yang	terlambat	cair	dapat	menyebabkan	pemerintah	
daerah	 mengalami	 kesulitan	 dalam	 mengatur	 arus	 kas	 untuk	 program	 prioritas,	
sehingga	 kinerja	 keuangan	 daerah	menjadi	 terhambat.	 Oleh	 karena	 itu,	meskipun	
DAK	 penting	 dalam	 mendukung	 pembangunan	 daerah,	 keterlambatan	 dalam	
penyalurannya	 dapat	 berdampak	 negatif	 pada	 pengelolaan	 anggaran	 dan	 kinerja	
keuangan	daerah	secara	keseluruhan.	
	
KESIMPULAN	

Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 dan	 pembahasan,	 maka	 dapat	 disimpulkan	
bahwa	 (1)	Pendapatan	asli	 daerah	 (PAD)	berpengaruh	 signifikan	 terhadap	kinerja	
keuangan	daerah,	dana	alokasi	umum		(DAU)	tidak	berpengaruh	signifikan	terhadap	
kinerja	 keuangan	 daerah,	 dana	 alokasi	 khusus	 (DAK)	 berpengaruh	 signifikan	
terhadap	kinerja	keuangan	daerah.	(2)	Kinerja	keuangan	daerah	tidak	berpengaruh	
signifikan	terhadap	keterlambatan	penyaluran	anggaran.	(3)	Pendapatan	asli	daerah	
(PAD),	dana	alokasi	umum		(DAU)	dan	dana	alokasi	khusus	(DAK)	tidak	berpengaruh	
signifikan	terhadap	keterlambatan	penyaluran	anggaran.	(4)	Pendapatan	asli	daerah	
(PAD),	 dana	 alokasi	 umum	 	 (DAU)	 dan	 dana	 alokasi	 khusus	 (DAK)	 berpengaruh	
secara	tidak	langsung	terhadap	keterlambatan	penyaluran	anggaran	melalui	kinerja	
keuangan	daerah.	
	
SARAN	

Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 dan	 pembahasan,	 maka	 saran	 yang	 dapat	
berikan	oleh	penulis	pada	penelitian	ini	adalah	sebagai	berikut:		

1. Pemerintah	 daerah	 harus	 fokus	 pada	 upaya	 peningkatan	 PAD	dengan	 cara	
menggali	 potensi	 sumber	 pendapatan	 daerah	 yang	 lebih	 beragam	 dan	
meningkatkan	efisiensi	dalam	pengumpulan	PAD.	Ini	dapat	dilakukan	dengan	
memanfaatkan	 teknologi	 informasi,	 memperbaiki	 sistem	 perpajakan,	 dan	
memperkuat	 basis	 pajak	 daerah	 untuk	 meningkatkan	 kontribusi	 PAD	
terhadap	kinerja	keuangan	daerah.	
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2. Optimalisasi	 Penggunaan	 Dana	 Alokasi	 Khusus	 yaitu	 dengan	 dialokasikan	
untuk	proyek-proyek	strategis	dan	dikelola	secara	transparan	dan	akuntabel	
untuk	 meningkatkan	 dampak	 positif	 terhadap	 kualitas	 infrastruktur	 dan	
pelayanan	publik.	

3. Peningkatan	 Kinerja	 Keuangan	 Daerah	 melalui	 Manajemen	 yang	 Efisien,	
Pemerintah	 daerah	 harus	 meningkatkan	 efisiensi	 dalam	 manajemen	
keuangan,	 termasuk	 pengelolaan	 anggaran,	 alokasi	 dana,	 dan	 pelaporan	
keuangan.	 Peningkatan	 kapasitas	 manajerial	 dalam	 pengelolaan	 keuangan	
daerah	 dapat	 membantu	 mengurangi	 keterlambatan	 dalam	 penyaluran	
anggaran	dan	meningkatkan	akuntabilitas	pengelolaan	keuangan	daerah.	

4. Untuk	 mengoptimalkan	 pengelolaan	 keuangan	 daerah,	 pemerintah	 daerah	
perlu	 memberikan	 pelatihan	 dan	 pendidikan	 yang	 lebih	 intensif	 kepada	
aparatur	keuangan	daerah	mengenai	 teknik-teknik	manajerial,	 pengelolaan	
anggaran	 yang	 efisien,	 dan	 pemanfaatan	 teknologi	 informasi	 dalam	 proses	
perencanaan	dan	penyaluran	anggaran.	

5. Evaluasi	 dan	 Monitoring	 Proses	 Penyaluran	 Anggaran	 secara	 berkala	
terhadap	proses	penyaluran	anggaran,	baik	dari	pemerintah	pusat	maupun	
daerah,	 untuk	 mendeteksi	 potensi	 hambatan	 yang	 dapat	 menyebabkan	
keterlambatan.	 Hal	 ini	 memungkinkan	 perbaikan	 dalam	 prosedur	
administratif	dan	mempercepat	proses	penyaluran	anggaran	ke	daerah	yang	
membutuhkan.	
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